SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS FIKTIF SEKRETARIAT DEWAN
RIAU RUGIKAN NEGARA RP195,9 MILIAR
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Sumber gambar: https://www.fak;plah.con/1/berita/baca/124238/2025/06/10/sppd—fiktif—setwan—riau—rugikan—
negara-rp1959-miliar/#sthash.On3QNVOg.dpbs

Kerugian negara akibat korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Riau mencapai Rp195,9 miliar.

Total kerugian negara itu diketahui dari berita acara hasil audit Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau ke penyidik Direktorat Reserse Krimimal
Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

"Total kerugian negara Rp 195,9 miliar. Ini selama tahun anggaran 2020-2021," ujar
Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan, Selasa (10/6/2025).

Dalam proses penyidikan, penyidik Subdit Il Ditreskrimsus Polda Riau telah
menyita uang tunai lebih dari Rp19 miliar dari para saksi yang menerima aliran uang ini.
Mereka adalah ASN, staf ahli dan honorer di Sekretariat DPRD Riau.

"Untuk uang cash (tunai, red) yang disita Rp 19 miliar lebih. Itu uang cash vya,
belum barang dan aset-aset lain,"” jelas Ade.

Tuntasnya hasil audit BPKP, maka penyidik akan melakukan gelar perkara bersama
Koordinator Tindak Pidana Korupsi (Koortas Tipikor) dari Bareskrim Mabes Polri untuk
menetapkan tersangka.

Menurut Penyidik Ade, permohonan gelar perkara telah dikirim ke Koortas Tipikor
Bareskrim Polri. “Gelar perkara (dilakukan) dalam rangka penetapan tersangka,” tegas
Ade.
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Diketahui, anggaran untuk kegiatan SPPD pada tahun 2020 dan 2021 yang telah
dicairkan mencapai Rp206 miliar. Dana tersebut diduga kuat dimanipulasi dan tidak
digunakan sesuai ketentuan perjalanan dinas resmi.

Audit dilakukan berdasarkan 11.000 dokumen perjalanan dinas yang diserahkan
Polda Riau kepada BPKP. Dokumen itu mencakup bukti tiket pesawat, bukti menginap di
hotel, dan dokumen pendukung lainnya.

Polda Riau bersama BPKP juga telah melakukan verifikasi ke sejumlah hotel dan
maskapai penerbangan yang tercatat dalam dokumen SPPD fiktif tersebut.

Sebelumnya, Polda Riau telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah hotel
di Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, dan wilayah lainnya.

Dari pengecekan di 66 hotel yang disebut sebagai tempat menginap para pelaksana
perjalanan dinas, ditemukan bahwa dari 4.744 transaksi, hanya 33 yang nyata, sementara
4.708 sisanya fiktif.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap tiga maskapai penerbangan, yakni PT Lion
Air Group, PT Citilink Indonesia, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dari 40.015
tiket pesawat, hanya 1.911 yang valid, sedangkan 38.104 tiket dinyatakan fiktif.

Padahal pada tahun tersebut, masih masa pandemi Covid-19. Namun dalam laporan
dibuat seolah-olah ada kegiatan perjalanan dinas.

Dalam proses penyidikan, Polda Riau telah menyita sejumlah aset hasil kejahatan.
Antara lain, 1 unit sepeda motor Harley Davidson tipe XG500 tahun 2015, bernomor polisi
BM 3185 ABY, senilai lebih dari Rp200 juta.

Barang-barang mewah berupa tas, sepatu, dan sandal bermerek. Empat unit
apartemen di Kompleks Nayoga City Walk, Batam, dengan nilai sekitar Rp2,1 miliar.

Tanah seluas 1.206 meter persegi dan satu unit homestay di Jorong Padang Tarok,
Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dengan nilai sekitar Rp2
miliar.

Sebuah rumah di Jalan Banda Aceh, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekanbaru.

Sumber berita:

1. https://www.cakaplah.com/berita/baca/124238/2025/06/10/sppd-fiktif-setwan-riau-
rugikan-negara-rp1959-miliar/#sthash.R160Vekx.dpbs, SPPD Fiktif Setwan Riau
Rugikan Negara Rp195,9 Miliar, 10 Juni 2025;

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/RL 2


https://www.cakaplah.com/berita/baca/124238/2025/06/10/sppd-fiktif-setwan-riau-rugikan-negara-rp1959-miliar/#sthash.RI6OVekx.dpbs
https://www.cakaplah.com/berita/baca/124238/2025/06/10/sppd-fiktif-setwan-riau-rugikan-negara-rp1959-miliar/#sthash.RI6OVekx.dpbs

2. https://riaupos.jawapos.com/riau/2256126330/sppd-fiktif-setwan-dprd-riau-rugikan-
negara-rp1959-miliar-begini-penjelasan-dirkrimsus-polda-riau, SPPD Fiktif Setwan
DPRD Riau Rugikan Negara Rp195,9 Miliar, Begini Penjelasan Dirkrimsus Polda
Riau, 11 Juni 2025.

Catatan:

Kerugian Negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, BPKP mempunyai tugas
melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tugas
pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah penugasan
bidang investigasi yang meliputi audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan
kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, audit investigatif hambatan
kelancaran pembangunan, audit eskalsai harga dan audit klaim serta penugasan investigatif
lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, BPKP adalah institusi pemerintah yang diberi tanggung jawab luas di tingkat
pemerintah pusat untuk merumuskan dan menyusun rencana dan program-program
pengendalian, melaksanakan pengendalian umum atas keuangan pemerintah pusat dengan
mengadakan audit intern atas kegiatan kementerian-kementerian negara dan kantor-kantor
proyek mereka.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai
tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewenangan BPKP tidak hanya sampai disitu saja, BPKP juga dapat melakukan
pemeriksaan khusus atau audit investigasi untuk membongkar kasuskasus yang terkait
dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau
menguntungkan sebagian orang.
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Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana korupsi maka acuan yang digunakan
adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) menyatakan bahwa setiap
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3. Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian
dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut
disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan
kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan,
perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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